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LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN
1.1. Arah Kebijakan

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan
formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi
keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi
fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Selanjutnya, dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mewajibkan setiap
satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya
pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu
prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu
mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan
tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

1.2. Tujuan . .
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1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan
dasar dan menengah yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas
nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan
untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam
rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

Secara khusus bertujuan untuk:

1. menyediakan ruang belajar/ruang penujang lainnya yang nyaman dan aman
untuk proses pembelajaran;

2. memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan
prasarana pendidikan;

3. menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium
IPA untuk SMP dan SMA;

4. menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi
perpustakaan untuk SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media
pendidikan untuk SMP dan SMA: dan

5. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan
praktik realisasi produk teaching Jactory untuk SMK.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan
jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan
oleh masyarakat memenuhi kriteria lokasi prioritas.

1.3. Ruang . . .
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1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri: (1) DAK Fisik Reguler Bidang
Pendidikan SD; (2) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP; (3) DAK Fisik
Reguler Bidang Pendidikan SMA; dan (4) DAK Fisik Penugasan Bidang
Pendidikan SMK.

1. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD meliputi:
a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

1) rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan
tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau
tanpa perabotnya; dan/atau

2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan koleksi perpustakaan
yang terdiri dari:

1) buku pengayaan;
2) buku referensi; dan
3) buku panduan pendidik.
2. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP meliputi:
a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

1) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan
tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa
perabotnya;

2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau

3) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta
perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan
dan/atau media pendidikan.

3. DAK . ..
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DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA meliputi:
a. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

1) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan

tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa
perabotnya;

2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau

3) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta
perabotnya.

b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan
dan/atau media pendidikan.

DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK

DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK ditujukan untuk
mempersiapkan peserta didik melalui praktik kompetensi kerja dan praktik
realisasi produk dengan konsep pembelajaran berbasis industri yang
menghasilkan produk dan jasa melalui sinergi sekolah dengan industri
untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan
pasar (teaching factory) dengan urutan prioritas pada bidang keahlian
Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, Pariwisata dan Industri
Kreatif/Teknologi dan Rekayasa.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK meliputi:

1) Peningkatan prasarana pendidikan berupa pemenuhan/pembangunan
ruang praktik siswa; dan

2) Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan praktik
utama.

1.3.2 Kriteria . . .
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1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sekolah yang memenuhi
kriteria umum dan kriteria khusus.

1. Kriteria umum meliputi:

a.

diprioritaskan bagi sekolah yang berlokasi di daerah 3T (Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal) untuk jenjang SD, SMP dan SMA,;

masih beroperasional, memiliki izin operasional, dan memiliki Nomor
Pokok Sekolah Nasional (NPSN);

bangunan sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/ tidak
dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk
sekolah negeri, milik yayasan/badan hukum untuk sekolah yang dikelola
oleh masyarakat) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan
hak (akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta peralihan hak
dan/atau akta pelepasan hak) yang disahkan oleh pejabat yang

- berwenang atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (khusus

Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain
sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/
Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan /badan hukum;

. belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi

standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;

. mempunyai Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara
pendidikan, dan bagi sekolah yang. dikelola oleh masyarakat, kepala
sekolahnya tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas
yayasan/badan hukum;

khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin
operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah terakreditasi;

memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan
Kepala Sekolah;

memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas
nama pribadi;

i. tidak . . .
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1. tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN
dan/atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;

j- mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir
mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali
untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah
seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam; dan

k. sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan
online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah pada laman http:// dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

2. Kriteria Khusus meliputi:

a. Sekolah penerima DAK Fisik Reguler SD

1) SD penerima kegiatan peningkatan prasarana:

a) Rehabilitasi ruang belajar:

1)

ii)

i)

rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang belajar lebih
besar dari 30% sampai dengan 45%;

rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang belajar lebih
besar dari 45% sampai dengan 65%;

dalam hal ruang belajar mengalami kerusakan lebih dari 65%,
maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk

ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan
ruang kelas baru.

Rehabilitasi ruang belajar berikut perabotnya:

i)

ii)

i)

rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang belajar berikut
perabotnya lebih dari 30% sampai dengan 45%;

rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang belajar berikut
perabotnya lebih dari 45% sampai dengan 65%;

dalam hal ruang belajar mengalami kerusakan berikut
perabotnya lebih dari 65%, maka dapat dilakukan
pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan

alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru.

c) Rehabilitasi . .
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Rehabilitasi ruang guru tanpa perabotnya:

i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang guru lebih dari
30% sampai dengan 45%;

ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang guru lebih dari
45% sampai dengan 65%.

Rehabilitasi ruang guru berikut perabotnya:

i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang guru berikut
perabotnya lebih dari 30% sampai dengan 45%;

ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan ruang guru berikut
perabotnya lebih dari 45% sampai dengan 65%.

Rehabilitasi jamban siswa dan/atau guru:

i) rusak sedang dengan tingkat kerusakan jamban siswa
dan/atau guru lebih dari 30% sampai dengan 45%;

ii) rusak berat dengan tingkat kerusakan . jamban siswa
dan/atau guru lebih dari 45% sampai dengan 65%.

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:

i) sekolah mempunyai potensi berkembang (dalam tiga tahun
terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat);

ii) memiliki jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang
kelas yang ada; dan

iii) memiliki lahan yang luasnya minimal 72m?2 (ilustrasi 8m x 9m)
dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak
mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga
atau bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas. Apabila

tidak memiliki lahan, pembangunan RKB dapat dibangun
di lantai 2.

iv) Apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai
1 agar dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya maka
dapat diperhitungkan rencana pembangunan ruang.

2) SD . .
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2) SD penerima Koleksi perpustakaan sekolah:

a)

b)

memiliki ruang perpustakaan yang memadai; dan

belum memiliki koleksi perpustakaan atau jenis dan jumlah
koleksi perpustakaan yang dimiliki belum memenuhi standar
sarana perpustakaan.

b. Sekolah Penerima DAK Fisik Reguler SMP

1) SMP penerima Peningkatan Prasarana:

a)

Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya
dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, baik
beserta perabot atau tanpa perabotnya:

i) kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan
lebih besar dari 30%; dan/atau

ii) kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat
kerusakan lebih besar dari 30%.

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:

i) sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung,
dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32

siswa, (ruang lain yang digunakan sebagai ruang kelas
tidak dihitung);

ii) memiliki lahan yang luasnya minimal 81m?2 dengan ukuran
lahan minimal 9m x 9m dengan ketentuan pemakaian lahan

tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan
olah raga; dan

iii) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka
pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan
konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak
lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai
satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau
dibangun ruang di atasnya.

c) Pembangunan . . .
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¢) Pembangunan laboratorium IPA berikut perabotnya:

i) sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA atau memiliki
laboratorium IPA yang tidak memadai/darurat dan tidak
sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah

yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

ii) memiliki lahan 135m? dengan ukuran lahan minimal
9m x 15m, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak
mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan

iii) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka
pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan
konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak
lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai
satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau
dibangun ruang di atasnya.

2) SMP penerima peningkatan sarana:

a) Alat Pendidikan

i) Peralatan IPS, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang
membutuhkan dan belum mempunyai peralatan IPS atau
jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

ii) Peralatan matematika, yaitu diperuntukan untuk sekolah
yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan

matematika atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari
kebutuhan.

iii) Peralatan laboratorium IPA, dibagi menjadi 2 pilihan sebagai
berikut:

(1) peralatan laboratorium IPA Fisika yaitu diperuntukan
bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai
alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari
kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang
laboratorium IPA; dan/atau

(2) peralatan . . .
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(2) peralatan laboratorium IPA Biologi yaitu diperuntukan

~ bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai
alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari
kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang
laboratorium IPA.

Peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan
(PJOK), yaitu diperuntukan untuk sekolah yang
membutuhkan dan belum mempunyai peraiatan olah raga
atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari
kebutuhan.

Peralatan seni budaya, yaitu diperuntukan untuk sekolah
yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan seni
budaya atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari
kebutuhan.

Peralatan laboratorium komputer, yaitu diperuntukan bagi
sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai
peralatan tersebut, serta sekolah tersebut mempunyai
ruang untuk digunakan sebagai laboratorium komputer.

Media Pendidikan, diperuntukan untuk sekolah yang memiliki

ruang kelas yang memadai dan belum memiliki sarana media
pendidikan atau jenis dan jumlah media pendidikan yang dimiliki
kurang dari kebutuhan.

Sekolah Penerima DAK Fisik Reguler SMA

Kriteria sekolah penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan
prasarana dan/atau sarana pendidikan SMA:

1) SMA penerima Peningkatan Prasarana Pendidikan:

a) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya

i)

dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot
atau tanpa perabotnya:

kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan
lebih besar dari 30%; dan/atau

ii) kondisi . . .
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kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat
kerusakan lebih besar dari 30%.

b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut perabotnya:

i)

pembangunan RKB diperuntukan bagi sekolah yang jumlah
ruang kelasnya belum mencukupi dan bagi sekolah yang perlu
menambah akses, dengan syarat memiliki lahan yang cukup
dan memadai; dan

ii) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup dan memadai

maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan
ketentuan konstruksi bangunan bertingkat  yang
direncanakan tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur
bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat
menumpu bangunan ruang kelas di atasnya.

c) Pembangunan laboratorium IPA berikut perabotnya:

i)

iii)

dana DAK fisik bidang pendidikan dapat digunakan untuk
membangun salah satu dan atau melengkapi laboratorium
IPA SMA yang terdiri dari laboratorium kimia, laboratorium
fisika dan laboratorium biologi;

pembangunan ruang laboratorium IPA diperuntukan bagi
sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA dan atau
belum memiliki ruang laboratorium IPA secara lengkap;

memiliki lahan yang cukup dan memadai untuk melakukan
pembangunan laboratorium IPA; dan

iv) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka

pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan
konstruksi bangunan bertingkat yang direncanakan tidak
lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai
satu memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan
laboratorium di atasnya.

2) SMA . . .
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2) SMA penerima peningkatan sarana pendidikan:

a) Peralatan laboratorium IPA, dibagi menjadi 3 pilihan sebagai
berikut:

i)

i)

peralatan laboratorium kimia, yaitu diperuntukan bagi
sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat
tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari
kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang
laboratorium kimia;

peralatan laboratorium fisika yaitu diperuntukan bagi sekolah
yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau
jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta
sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium fisika;
dan/atau

peralatan laboratorium biologi yaitu diperuntukan bagi
sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat
tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari
kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memlhkl ruang
laboratorium biologi.

b) peralatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu
diperuntukan bagi sekolah yang belum memiliki atau
kekurangan peralatan tersebut, dengan syarat memiliki ruang
laboratorium komputer dan daya listrik yang memadai.

d. Sekolah penerima DAK Fisik Penugasan SMK

1) SMK yang membuka bidang keahlian dengan urutan prioritas sebagai

berikut:

a) Agribisnis dan Agroteknologi;

b) Kemaritiman;

c) Pariwisata; dan _

d) Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa.

memiliki jumlah siswa pada bidang keahlian prioritas sekurang-
kurangnya 108 siswa;

3) sekolah . . .
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3) sekolah yang berada di lokasi prioritas pengembangan pendidikan
SMK yaitu:

a) Kawasan Industri (KI):

No. Provinsi Lokasi Prioritas
1. Sumatera Utara Kawasan  Industri SEI
Mangke
p 8 Sulawesi Utara Kawasan Industri Bitung
3. Sulawesi Tengah Kawasan Industri Morowali
4. Sulawesi Selatan Kawasan Industri Bantaeng
S. Kalimantan Barat Kawasan Industri Ketapang

b) Kawasan Industri Pariwisata:

No. Provinsi Lokasi Prioritas
1, Sumatera Utara Danau Toba
2. Jawa Tengah Borobudur
3 Nusa Tenggara Labuan Bajo
Timur
4. Bangka Belitung Tanjung Kelayang
5. Sulawesi Tenggara Wakatobi
6. Jawa Timur Bromo-Tengger-Semeru
Z. DKI Jakarta Kepulauan Seribu
8. Banten Tanjung Lesung

9. Maluku . . .
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No. Provinsi Lokasi Prioritas
9. Maluku Utara Pulau Morotai
10. Nusa Tenggara Mandalika
Barat

Kawasan Prioritas Nasional Kemaritiman

No. Provinsi Lokasi Prioritas

1. Aceh e Simeleu

e Sabang
2. Sumatera Barat e Kep. Mentawai
3 Bengkulu e Enggano
4, Kepulauan Riau . Natuna

* Kep. Anambas
5. Kalimantan Utara e Nunukan
57 Kalimantan Timur e Berau
Z. Sulawesi Tenggara e Buton Selatan
8. Sulawesi Utara e Kep. Sangihe

e Kep. Talaud
9. Nusa Tenggara Timur| e Alor

e Rote Ndao

10. Maluku . ..
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No. Provinsi Lokasi Prioritas
10. Maluku e Kota Tual
e Moa
e Saumlaki
11. Maluku Utara e Pulau Morotai
12, Papua e Timika
e Merauke
e Sarmi
e Biak Numfor

d) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian adalah wilayah yang dikembangkan sebagai
kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Jika tidak terdapat sekolah yang berada di lokasi prioritas, maka
pemilihan lokasi dapat diperluas dengan tetap memperhatikan
urutan prioritas bidang keahlian sesuai butir 1).

untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS), disyaratkan sekolah
memiliki lahan siap bangun dengan luas minimal 108m2 dengan
ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan
upacara atau lapangan olah raga.

6) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan

RPS dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi

bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai.

Pembangunan di lantai 2 (dua)/diatas diperkenankan apabila

dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Bangunan lantai 1 (satu) atau bangunan eksisting, telah
dipersiapkan konstruksinya untuk bangunan berlantai dua;

b) Pelaksanaan pembangunan di lantai 2 (dua), tidak melebihi batas
Jadwal maksimal pelaksanaan dan biaya satuan kegiatan yang
telah ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

7) Pengadaan . . .
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7) Pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing bidang keahlian prioritas.

1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan mengikuti ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia
Pembangunan di Sekolah (P28) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah
penerima alokasi DAK Fisik secara swakelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

a. Pelaksanaan kegiatan prasarana pendidikan ditingkat sekolah:

i. Pelaksanaan peningkatan Pelaksanaan peningkatan prasarana
pendidikan dilakukan secara swakelola oleh P2S dibantu oleh tim
teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/
Kota, kecuali untuk sekolah yang berada di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat.

ii. P2S terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yang
dipilih dan dibentuk secara musyawarah dalam forum rapat sekolah.

iii. Susunan P2S meliputi:

1.
2.

Penanggung Jawab yaitu kepala sekolah bersangkutan;

Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) di
sekolah bersangkutan;

Sekretaris yaitu wakil wali murid sekolah bersangkutan;
Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan; dan

Penanggungjawab Teknis yaitu wakil wali murid atau masyarakat
setempat.

b. Proses pembentukan P2S:

i. kepala sekolah bersama komite sekolah melaksanakan rapat dengan
agenda:

1. penjelasan . . .
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1. penjelasan tentang DAK;
2.  penjelasan tentang pembentukan P2S;

3. penjelasan tentang kriteria dan mekanisme pemilihan ketua,
sekretaris, bendahara, serta penanggungjawab teknis; dan

4. penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab P2S.

susunan dan nama-nama P2S dipilih secara musyawarah dan
mufakat;

apabila tidak tercapai mufakat dapat dilakukan melalui voting;

hasil rapat pembentukan P2S dituangkan dalam Berita Acara
Pembentukan P2S; dan

berdasarkan hasil rapat dan berita acara pembentukan P2S, kepala
sekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang P2S.

c. P25 bertugas dan bertanggungjawab:

1.

s

iii.

iv.

vi.

vii.

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau
pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana/kerja, (2) rencana
anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat (4) jadwal
pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;

melaksanakan kegiatan peningkatanr prasarana pendidikan secara
swakelola;

memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
membuat informasi/papan nama kegiatan;
membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;

melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan
terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;

menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana

pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala
Sekolah; dan

viii, melakukan . . .
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viii. melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana
pendidikan dengan Kepala Sekolah.

Kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota melalui pemilihan penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Provinsi dan kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik pendidikan
mengalokasikan DAK sesuai target output tahun anggaran berkenaan
yang telah ditetapkan;

Harga satuan prasarana pendidikan berpedoman pada standar biaya
konstruksi bangunan sekolah seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan
mekanisme e-purchasing berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya jika mekanisme e-
purchasing tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui
mekanisme e-tendering;

Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana
dimaksud pada butir 4 dilakukan secara non tunai (cashless) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Provinsi/Kabupaten/kota mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Bidang
Pendidikan tahun anggaran berkenaan dalam rangka pemenuhan

standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar
nasional pendidikan.

1.4.2. Ketentuan . . .
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1.4.2. Ketentuan Khusus

1. Bagi daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, DAK
Fisik Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan untuk
rehabilitasi dan/atau rekonstruksi bangunan satuan pendidikan sesuai
kebutuhannya, dengan menyampaikan pemberitahuan penggunaan dana
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan bencana

alam yang dinyatakan secara resmi oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya.

1.4.3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Wilayah
Provinsi Papua dan Papua Barat

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk wilayah Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan metode penyedia
barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka  Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja dilakukan terhadap : (1) kesesuaian hasil pelaksanaan
penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan
Presiden ini; (2) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; (3) dampak

dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan (4) kepatuhan dan ketertiban
pelaporan.

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh pemerintah provinsi/
kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis berakibat
penilaian kinerja yang tidak baik.

Bagi ; . .
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Bagi Daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun
berkenaan tetapi tidak melaksanakannya pada tahun anggaran berjalan
maka Daerah tersebut dinyatakan gagal dalam melaksanakan kegiatan
prioritas nasional bidang pendidikan.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pendidikan akan dijadikan salah
satu pertimbangan dalam wusulan pengalokasian DAK Fisik Bidang
Pendidikan pada tahun berikutnya.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenakan
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK
Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

ASPEK KINERJA INDIKATOR KINERJA

Kesesuaian hasil Kesesuaian dokumen perencanaan tim DAK
pelaksanaan dengan juknis dengan petunjuk teknis

Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan
pengadaan sarana pendidikan

Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Prasarana
secara swakelola dengan Petunjuk Teknis

Kesesuaian hasil pelaksanaan penetapan
sckolah penerima DAK dengan Petunjuk Teknis

Kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan sarana
pendidikan dengan spesifikasi teknis

Pencapaian . . .
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ASPEK KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Pencapaian sasaran kegiatan

Kesesuaian pemetaan dengan sasaran
prasarana pendidikan DAK

Kesesuaian pemetaan dengan sasaran sarana
pendidikan DAK

Pencapaian sasaran kegiatan prasarana

Pencapaian sasaran kegiatan sarana

Dampak dan manfaat

Dampak kegiatan DAK pendidikan

Manfaat kegiatan DAK pendidikan

Kepatuhan dan ketertiban
pelaporan.

Kepatuhan dan Ketertiban Sekolah dalam
penyusunan Laporan Akhir

Kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dan
laporan akhir sekolah dengan Juknis

Kepatuhan dan Ketertiban Provinsi/Kab/Kota
dalam penyusunan Laporan Akhir DAK

2. BIDANG . . .




